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BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     21    TAHUN 2010 

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2008

BUPATI BANTUL, 

	Menimbang 
	:
	a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008, maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi merupakan upaya pengendalian terhadap bangunan yang ada di daerah jaringan irigasi agar tidak merusak sistem irigasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008;



	Mengingat
	: 
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipasif;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2008;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan 
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2008.


Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008, diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) :

Ayat (2) :

Gambar dan tabel garis sempadan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Jaringan irigasi yang garis sempadannya belum diatur, maka penentuan sempadan saluran irigasi mengacu debit air maksimal yang mengalir pada saluran tersebut dan/atau bangunan pemerintah yang ada pada hulu atau hilirnya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) :

Ayat (4) :

Tata cara pembatalan izin oleh Kepala Dinas apabila bangunan sewaktu-waktu digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum baik sebagian maupun seluruhnya sebagai berikut :

a. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul bersama dengan instansi terkait melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pemegang izin;

b. pengecekan lokasi;

c. Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin;

d. akibat dibatalkannya izin, pemegang izin mendapatkan hak kompensasi yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai luas bangunan yang dipakai; dan

e. bagi pemegang izin yang bangunannya digunakan sebagian, maka dibebaskan dari biaya pembuatan izin baru.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal  30 April 2010
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor     21     Tahun 2010
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                        GENDUT SUDARTO
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